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“ I can be what I wannabe if I hard work for it, I can be what I  
wannabe…” ( Penulis ) 
 
Hidup dan nasib, bisa tampak berantakan, misterius , fantastis, dan 
sporadic, namun setiap elemennya adalah subsistem keteraturan dari 
sebuah desain holistic yang sempurna. Menerima kehidupan berarti 
menerima kenyataan bahwa tak ada hal sekecil apa pun terjadi karena 
kebetulan. Ini fakta penciptaan yang tak terbantahkan. ( Harun 
Yahya ) 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perubahan pesat yang terjadi di lingkungan kita, baik perubahan 
perekonomian, politik, sosial budaya bahkan sampai perubahan kondisi 
lingkungan alam, telah membawa dampak secara menyeluruh terhadap perubahan 
kehidupan masyarakat termasuk perubahan budaya, dan hal ini telah berdampak 
pula pada kenaikan biaya hidup yang semakin meningkat, yang dirasakan 
masyarakat pada umumnya. Meningkatnya biaya hidup disebabkan oleh 
ketidakstabilan ekonomi, politik, sosial, budaya, ketidakseimbangan alam antar 
negara, adanya global warming, munculnya globalisasi, yang telah mengubah 
lingkungan dengan signifikan termasuk berubahnya lingkungan bisnis. 
Lingkungan bisnis saat ini dengan kompetisi yang sangat tajam, menuntut para 
pelaku untuk senantiasa mencari cara agar dapat menjalankan operasinya lebih 
baik lagi, sehingga tujuan awal dapat dicapai. Berbagai aspek haruslah 
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dipertimbangkan oleh para pelaku, untuk mempertahankan diri dalam lingkungan 
kompetisi yang semakin berat. 
Perkembangan perdagangan internasional baik yang menyangkut kegiatan  
ekspor maupun impor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.  
Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem 
dan prosedur yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran 
proses ekspor maupun impor. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas 
dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di 
bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian 
nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan 
multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus globalisasi 
perdagangan dan investasi, sudah tentu permasalahan yang timbul di bidang 
perdagangan akan semakin kompleks pula. Perubahan-perubahan pada pola 
perdagangan internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan 
memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan 
persaingan pasar.  
Pemerintah pada saat ini sedang berupaya keras untuk menggali devisa 
bagi negara melalui pengembangan potensi ekspor Indonesia dan mengurangi 
kegiatan impor dengan membuat berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan 
keuangan, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. 
Berdasarkan hal tersebut dan untuk melindungi hak-hak negara dalam kegiatan 
ekspor dan impor serta untuk mendukung pelaksanaan elektronisasi data di bidang 
ekspor dan impor, maka Direktorat Jendral Bea dan Cukai selalu berupaya 
meningkatkan pelayanan serta pengawasannya, termasuk dalam pengembangan 
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sarana di bidang teknologi yang up to date guna menciptakan  kinerja yang lebih 
baik dan efisien. Pada awal tahun 2008, Direktorat Jendral Bea dan Cukai 
mengembangkan aplikasi sistem Modul Pelaporan Online (MPO) yang 
merupakan salah satu bagian dari Aplikasi Sistem Informasi Pimpinan (Executive 
Information System) yang dikembangkan untuk dapat menyajikan data dan 
informasi yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsi dari Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai secara  cepat, tepat dan akurat. Data dan informasi tersebut 
tentunya sangat penting artinya dalam rangka penilaian terhadap kinerja 
pelaksanaan tugas serta sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan. 
Modul ini dikembangkan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-07/BC/2006  tanggal 25 Januari 2006 tentang 
Sistem Pelaporan Terpadu pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan 
menggunakan media Elektronik dan harus diisi secara online oleh semua Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan. Dengan Modul Pelaporan Online ini diharapkan 
dapat menyajikan data dan informasi yang tepat waktu, akurat dan secara real 
time dapat diakses oleh pimpinan serta pihak-pihak yang membutuhkan. Data 
yang dituangkan dalam MPO meliputi: realisasi penerimaan, realisasi impor, 
realisasi ekspor,dan dokumen Cukai. Disamping itu terdapat istilah baru dalam 
sistem jaringan ini yaitu istilah Bea Keluar/ Pungutan Ekspor dan Bea Masuk 
ditanggung pemerintah. 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu instansi 
pemerintah dibawah naungan Departemen Keuangan, keberadaan Bea dan Cukai 
mempunyai fungsi yang penting bagi birokrasi Negara Indonesia. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 444/KMK.01/2001 
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tanggal 23 Juli 2001, DJBC mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan 
pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi utama DJBC adalah 
menghimpun penerimaan negara, mengawasi barang ekspor dan impor serta 
melaksanakan tugas lain yang diberikan negara. 
 
Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan di wilayah Surakarta cukup 
padat, banyak perusahaan yang mengekspor hasil produksinya ke negara tetangga 
maupun negara-negara maju dan mengimpor bahan baku yang sulit atau tidak ada 
di Indonesia. Hal ini dapat mendatangkan penerimaan maupun pengeluaran 
negara. Maka peran pemerintah melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai pada 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta sangat 
diperlukan dalam menghimpun pendapatan negara dan memberikan laporan 
mengenai data-data ekspor dan impor yang ada dengan menggunakan Modul 
Pelaporan Online  (MPO) yang baru diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2008.  
Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin memberikan gambaran dan ingin 
mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Modul 
Pelaporan Online ( MPO ) oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 
Surakarta serta untuk mengenalkan kepada para pembaca tentang adanya 
penerapan sistem baru ini dengan judul PENERAPAN SISTEM MODUL 
PELAPORAN ONLINE ( MPO ) DALAM PELAPORAN DATA EKSPOR - 
IMPOR PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN 










B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah maka pokok 
permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian adalah : 
1. Bagaimana penerapan sistem Modul Pelaporan Online ( MPO ) dalam 
pelaporan data ekspor- impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe A III Surakarta? 
2. Bagaimana tata cara pengisian pada Modul Pelaporan Online ( MPO )? 
3. Apa saja keuntungan yang diperoleh dalam penerapan sistem Modul 
Pelaporan Online ( MPO ) dalam pelaporan data ekspor- impor pada 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A III Surakarta? 
4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem Modul 
Pelaporan Online ( MPO ) dalam pelaporan data ekspor-impor pada 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A III Surakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem Modul Pelaporan Online  
( MPO ) dalam pelaporan data ekspor-impor pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A III Surakarta. 
2. Untuk mengetahui tata cara pengisian pada Modul pelaopran Online 
( MPO ). 
3. Untuk mengetahui apa saja keuntungan yang diperoleh dalam penerapan 
sistem Modul Pelaporan Online ( MPO ) dalam pelaporan data ekspor- 
impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A III 
Surakarta. 
4. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam  penerapan 
sistem Modul Pelaporan Online ( MPO ) dalam pelaporan data ekspor - 
impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A III 
Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan mempunyai manfaat sebagai 
berikut : 
1. Bagi Peneliti 
Peneliti dapat memperoleh pengayaan wawasan dan informasi-informasi 
mengenai hal-hal yang terjadi di dalam dunia kerja pada Kantor Pelayanan 
dan Pegawasan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. 
2. Bagi Pemerintah 
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 
evaluasi bagi pemerintah dan sebagai dasar dalam  mengambil kebijakan-
kebijakan yang akan meningkatkan kualitas kinerja di pemerintahan. 
3. Bagi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 
evaluasi oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta dalam 
mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam 
penerapan sistem Modul Pelaporan Online ( MPO ). 
4. Bagi Mahasiswa 
Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya bagi 
mahasiswa jurusan Bisnis Internasional yang sedang menyusun Tugas 
Akhir dengan pokok permasalahan yang sama. 
5. Bagi Masyarakat Umum 
     Merupakan tambahan informasi bagi masyarakat tentang adanya 
penerapan sistem Modul Pelaporan Online ( MPO ) yang diterapkan oleh 
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. 
 
F.  Metodologi Penelitian 
1. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara jelas 
mengenai penerapan sistem Modul Pelaporan Online ( MPO ) dalam 
pelaporan data ekspor - impor pada KPPBC Tipe A3 Surakarta, meliputi 
tata cara pengisian pada MPO, keuntungan serta hambatan yang ditemui 
pada KPPBC Tipe A3 Surakarta dalam penerapan sistem MPO. 
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2. Metode Analisis 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, 
yaitu metode dengan mencari gambaran umum kegiatan yang akan diteliti 
kemudian dianalisa secara mendalam dan terperinci dengan memfokuskan 
pada satu masalah. 
3. Jenis dan Alat Pengumpul Data 
a. Jenis Data 
1) Data Primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 
Data ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak yang 
bertugas   dibidang pengiriman data-data dengan Modul Pelaporan 
Online ( MPO ) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe A3 Surakarta. 
2) Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber 
lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh dari buku, 
jurnal, maupun sumber bacaan lainnya. 
b.  Metode Pengumpulan Data 
1) Wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 
secara langsung yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan 
pihak yang bertugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe A3 Surakarta. 
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Contoh : Peneliti menanyakan secara langsung kepada pegawai 
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta tentang apa 
saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta dalam menerapkan sistem 
baru,yaitu Modul Pelaporan Online ( MPO ). 
2) Studi Pustaka 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 
buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Contoh : Peneliti mencari referensi untuk dipelajari dan dijadikan 
pedoman dalam menulis Tugas Akhir. 
3) Observasi 
Dalam penelitian ini, Peneliti melihat secara langsung mengenai 
kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 
Surakarta. 
 Contoh : Peneliti secara langsung melihat bagaimana proses 
pengiriman data-data yang diperlukan dengan menggunakan 
Modul Pelaporan Online ( MPO ) oleh Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta. 
4) Dokumen 
     Dokumen digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data yang 
sifatnya lampau dan tidak mungkin diperoleh melalui pengamatan 
saat ini, dengan demikian sifatnya data sekunder. Sumber- sumber 
dokumen antara lain catatan, arsip, dan data yang memiliki 
keterkaitan dengan aspek-aspek dalam penelitian. 
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4. Sumber Data 
a. Sumber data primer  
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung 
kepada pegawai yang bertugas dalam pengoperasian sistem Modul 
Pelaporan Online ( MPO ) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe A3 Surakarta. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari 
sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini Peneliti 
peroleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya yaitu dengan 
mencari data di website Bea dan Cukai, warta berita Bea dan 

























A. Sistem Modul Pelaporan Online ( MPO ) 
Modul Pelaporan Online ( MPO ) merupakan modul pendukung 
Executive Information System (EIS) yang merupakan aplikasi sistem informasi 
DJBC yang berbasiskan teknologi informasi dalam menyajikan data yang akurat 
dan tepat waktu bagi pejabat Kantor Pusat DJBC. Unsur EIS terdiri dari Modul 
Informasi Eksekutif dan Modul Pelaporan untuk mendukung informasi eksekutif. 
Namun saat ini aplikasi EIS belum berjalan dengan baik. 
Pada tanggal 2 Januari 2008, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)  
memberlakukan Modul Pelaporan Online (MPO).  Modul pelaporan ini 
merupakan pendukung dari modul informasi eksekutif (Executive Information 
System/ EIS) yang masih dirasakan selama ini bahwa aplikasi EIS belum dapat 
berjalan dengan baik.  Melalui Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-21/BC/2008 
tanggal 14 Januari 2008, Modul Pelaporan Online merupakan  antisipasi untuk 
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mendapatkan laporan yang lebih real time dan tepat, karena sebelumnya laporan 
 mengenai penerimaan dilakukan secara manual dan dilakukan  setiap 15  hari 
sekali. 
              Sebelum adanya MPO, pernah dibuat suatu aplikasi untuk melakukan 
pelaporan, namun aplikasi itu terlalu rumit, sehingga berbagai kendala sering 
ditemui. Kendala-kendalanya antara lain, data output dari aplikasi PC tidak masuk 
ke data warehouse  Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC), kesulitan 
pengisian modul pelaporan untuk beberapa menu, aplikasi di instal di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) hal itu mengakibatkan sering 
terjadi  data tidak lengkap  masuk ke server Kantor Pusat.  Maka dari itu  
Direktorat  IKC telah menciptakan suatu modul baru yang telah diujicobakan di 
15 kantor sejak Oktober 2007. Hasil dari uji coba itu, pengiriman laporan secara 
online bisa berjalan lancar, sehingga Januari, tepatnya mulai tanggal 2 Januari 
2008  sudah  bisa dilakukan mandatori.    
             Dengan adanya MPO Ver.1.0 yang merupakan aplikasi yang berbasis 
Web , maka data output langsung masuk ke data warehouse Dit. IKC. Laporan 
penerimaan yang meliputi realisasi penerimaan, realisasi impor, realisasi ekspor 
dan dokumen cukai bisa dimonitor secara real time. Disamping itu terdapat istilah 
baru dalam sistem jaringan ini yaitu istilah Bea Keluar/ Pungutan Ekspor dan Bea 
Masuk ditanggung pemerintah. Ke-15 kantor yang sudah diujicobakan antara lain, 
Kantor Pelayanan Utama (KPU) Priok, Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas 
(Semarang), Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung, Merak, Kantor Pos Pasar Baru, 
Yogyakarta, Juanda Bandung dan beberapa kantor lainnya.  Uji coba yang 
dilakukan meliputi tiga jenis kantor yang memiliki karakteristik yang berbeda 
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yang dimiliki masing-masing kantor dalam hal untuk pelaporan data, antara lain di 
kantor yang telah online seperti,  Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, Tanjung Perak, 
Belawan, Semarang, Tanjung Balai Karimun, Batam, Polonia, Jambi, Palembang, 
Pekanbaru, Lampung, Bekasi, Halim, Bandung, Merak, Juanda, Ngurah Rai, 
Pontianak, Balikpapan dan Makasar.  Sedangkan KPPBC dengan server non 
online antara lain,  Tanjung  Pinang, Teluk Bayur, Dumai, Surakarta, Gresik, 
Banjarmasin, Samarinda dan Bitung. Serta  KPPBC yang masih menggunakan 
sistem secara manual antara lain; Purwakarta, Bekasi, Bogor dan beberapa kantor 
lainnya.  
           Kendala yang sempat ditemui saat proses uji coba, terutama mengenai 
jaringan dikarenakan  DJBC menggunakan teknologi jaringan internet terkadang 
di suatu daerah jika jaringannya sedang rusak, maka datanya tidak bisa masuk. 
Disamping itu, dari uji coba beberapa waktu lalu juga diketahui masalah 
kedisiplinan perlu menjadi perhatian, dalam hal ini kedisiplinan kantor untuk 
mengirimkan laporannya. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang ditunjuk oleh Kepala Kantornya untuk bertanggung jawab mengirimkan data 
laporannya setiap hari. Bagi Direktorat PPKC, dengan kemudahan dari adanya 
MPO maka diharapkan dari berjalannya modul MPO bisa didapatkan data 
penerimaan yang meliputi realisasi penerimaan, realisasi impor, realisasi ekspor 
dan dokumen cukai  dari seluruh  KPPBC di seluruh Indonesia secara real time.  
Modul Pelaporan Online untuk saat ini diperuntukkan untuk data penerimaan saja, 
jika dibandingkan modul pelaporan sebelumnya diperuntukkan untuk penerimaan, 
pengawasan, fasilitas dan umum.  
B. Latar Belakang Penerapan MPO 
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       Modul pelaporan online (MPO) merupakan salah satu bagian dari 
Aplikasi Sistem Informasi Pimpinan ( Executive Information System) yang 
dikembangkan untuk dapat menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan 
tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara cepat, tepat 
dan akurat. Data dan informasi tersebut tentunya sangat penting artinya dalam 
rangka penilaian terhadap kinerja pelaksanaan tugas serta sebagai dasar 
pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Modul ini dikembangkan sebagai 
tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-
07/BC/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Sistem Pelaporan Terpadu pada 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan media Elektronik dan 
harus diisi secara online oleh semua Kantor Pengawasan dan Pelayanan dan 
Kantor Pelayanan Utama. Dengan dibuatnya modul ini, diharapkan nantinya dapat 
menggantikan beberapa jenis pelaporan yang saat ini masih dilakukan secara 
manual sehingga akan dapat mengurangi beban kerja pada Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan. Pelaporan manual yang selama ini dilaksanakan masih banyak 
kendala pada tingkat keakuratan data, kecepatan pengiriman laporan serta 
ketepatan dalam penyajian data. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Web 
Based System. 
C.  Maksud dan Tujuan Penerapan MPO 
          Dengan diimplementasikannya Modul Pelaporan Online ini diharapkan 
masalah-masalah yang timbul selama ini dari sistem pelaporan secara manual 
dapat segera teratasi. Beberapa permasalahan yang ada selama ini terkait dengan 
sistem pelaporan secara manual adalah banyaknya jenis pelaporan yang tumpang 
tindih satu sama lainnya, laporan yang sudah kurang relevan dengan kebutuhan 
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sekarang, laporan yang sudah tidak berlaku tapi masih dikirim, serta laporan yang 
dibuat tapi tidak diteruskan ke Kantor Pusat DJBC. Dengan Modul Pelaporan 
Online ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi yang tepat waktu, 
akurat dan secara Real Time dapat diakses oleh pimpinan serta pihak-pihak yang 
membutuhkan. 
D.  Penanggung Jawab Laporan yang Dikirim dengan MPO 
   Modul Pelaporan Online ini wajib diisi dan dikirim oleh seluruh Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Aplikasi Executive Information 
System (EIS ) dapat diakses oleh Pimpinan yang berkompeten dan ditunjuk. 
E. Waktu Pelaporan MPO 
 Modul Pelaporan Online ini diisi setiap hari oleh Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai dengan cara mengakses ke server Kantor Pusat DJBC 
dengan menggunakan media Internet, secara teknis tentang tata cara pengisian 
dapat dilihat pada bagian tentang pengisian. 
F. Monitoring Laporan dengan MPO 
 Monitoring pelaporan dengan Modul Pelaporan Online ini oleh Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  akan dilakukan oleh Direktorat PPKC 
Kantor Pusat DJBC di Jakarta dengan membuka Menu Absensi Laporan. 
G. Masa Peralihan MPO 
    Sistem pelaporan secara manual yang selama ini dilaksanakan masih 
tetap berlaku sampai Modul Pelaporan Online ini benar-benar berjalan secara 
penuh sehingga pelaporan manual tersebut tidak diperlukan lagi. 
H. Instalasi MPO 
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   Sebelum dapat melakukan proses instalasi lebih lanjut, hendaknya 
perangkat pendukung sudah dipenuhi sebelumnya, perangkat keras dan perangkat 
lunak pendukung aplikasi ini dapat dipasang pada sebuah komputer pada kantor 
pelayanan atau kantor wilayah adalah sebagai berikut:  
1. Perangkat yang dibutuhkan 
    Syarat minimal unit komputer yang dapat digunakan untuk 
menjalankan program aplikasi Modul Pelaporan Online ini adalah: 
a Komputer PC dengan processor Pentium II  atau yang lebih        
baik. 
b Modem untuk koneksi dial up ke kantor pusat ( untuk   KPPBC 
yang belum terkoneksi dengan pusat ). 
c RAM (Memory) minimal 64 Mb. 
d VGA Card dan Monitor Color dengan resolusi minimal  1024 x 
768 pixels. 
e  Sistem operasi Windows 9x atau yang lebih baru. 
f Internet browser ( internet explorer versi 6.0 / Mozilla  firefox). 
 
2. Setting Koneksi untuk KPPBC yang sudah  online dengan kantor   pusat 
a Set Host  untuk windows anda dengan setting dibawah ini pada 
directory C:/WINNT/system32/drivers/etc/hosts untuk  
Windows2000 atau NT.  
Directory C:/windows/system32/drivers/etc/hosts untuk 
Windows XP. 
b Buka dengan notepad, isikan dengan 192.168.202.12 . 
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c mpo.beacukai.go.id  lalu enter dan save 
d Pada Internet Explorer pilh tools > internet options >  
connections > Lan settings 


































3. Setting Koneksi (khusus untuk KPPBC yang belum online dengan Kantor 
Pusat) 
     Agar aplikasi Modul Pelaporan Online pada KWBC dan KPPBC 
dapat berhubungan dengan unit komputer/server di Kantor Pusat, maka dibuat 
koneksi VPN yang langkah-langkahnya adalah: 
a   Setting Koneksi VPN 
1). Pada Desktop PC klik Start 
2). Pilih Control Panel 
3). Pada jendela (window) Control Panel pilih Network   Connection 
4). Pada Network Connection Explorer klik Create New Connection 
sehingga muncul New Connection Wizard seperti pada gambar 
dibawah. Kemudian dan ikuti langkah berikut : 
















b). Lalu pada network connection type pilih Connect to the 














































































g). Setelah muncul bar sebagai berikut gunakan  
        user name  : mpo@customs.go.id 
                                    Password : **** 
                              Dial-up number : 080988876 
 Set Host  untuk windows anda dengan setting dibawah ini 
pada directory C:/WINNT/system32/drivers/etc/hosts untuk 
Windows2000.  
  NT dan directory C:/windows/system32/drivers/etc/hosts 
untuk windows XP.Buka dengan notepad, isikan dengan 














B.  Executive Information System (EIS) 
1. Pengertian 
         Berdasarkan SE - 07/BC/2006, Aplikasi EIS adalah suatu aplikasi 
sistem pelaporan dan informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
berbasiskan teknologi informasi dalam menyajikan data yang akurat dan tepat 
waktu. Aplikasi EIS ini terdiri dari : 
1.1. Modul Informasi Eksekutif yang berfungsi untuk menyajikan data 
dan informasi tentang kinerja Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah 
maupun kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai, Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah 
serta para Kepala Kantor Pelayanan di seluruh Indonesia; dan 
1.2. Modul Pelaporan yang berfungsi sebagai pendukung Modul  
Informasi Eksekutif adalah sebuah modul aplikasi yang harus diisi 
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dan dikirimkan secara elektronis oleh seluruh Kantor Wilayah dan 
Kantor Pelayanan ke Kantor Pusat. Modul ini merupakan sistem 
pelaporan yang menggabungkan sebagian besar laporan yang 
selama ini telah dibuat dan dikirimkan secara manual oleh Kantor 
Pelayanan dan Kantor Wilayah ke Kantor Pusat. 
2. Maksud dan Tujuan  
              Dengan diimplementasikannya aplikasi EIS ini maka diharapkan 
masalah-masalah yang timbul sebagai akibat sistem pelaporan secara manual 
seperti yang dilaksanakan saat ini tidak terjadi lagi. Masalah-masalah tersebut 
antara lain adalah : 
2.1. Masih terdapatnya instruksi, surat edaran dan nota dinas tentang 
pelaporan baik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal maupun oleh 
para Direktur dari Direktorat Teknis terkait yang materinya 
tumpang tindih satu sama lain; 
2.2. Masih adanya laporan yang disampaikan yang sudah tidak relevan 
lagi dengan kebutuhan penyusunan EIS;  
2.3. Masih terdapatnya laporan yang sudah tidak diminta/diperlukan lagi 
di Kantor Pusat namun masih dibuat dan dikirimkan oleh Kantor 
Pelayanan/Kantor Wilayah; 
2.4. Masih adanya laporan-laporan yang ditangani oleh Kantor 
Pelayanan dan tidak diteruskan ke Kantor Pusat. 
3. Jenis Laporan  
              Jenis laporan yang dituangkan dalam Modul Pelaporan  
dikelompokkan sebagai berikut : 
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3.1. Kelompok Penerimaan, terdiri dari format : 
3.1.1. Target Penerimaan yaitu laporan tentang target penerimaan 
yang ditetapkan Kantor Wilayah untuk setiap Kantor 
Pelayanan. 
3.1.2. Realisasi Penerimaan yaitu laporan harian realisasi seluruh  
penerimaan, devisa impor/ekspor, volume impor/ekspor, serta 
data jumlah dan jangka waktu penyelesaian dokumen. 
3.1.3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.  
3.1.4. Penagihan yaitu laporan tentang jumlah dan nilai SPKPBM 
yang diterbitkan, dilunasi, dibatalkan serta yang belum 
diselesaikan. 
3.1.5. Realisasi Pengembalian yaitu jumlah dan nilai SPMKBM yang 
diterbitkan. 
3.1.6. Realisasi Pembebasan Bea Masuk dan PDRI. 
3.1.7. Realisasi Pembayaran dengan Cara Mengangsur. 
3.2. Kelompok Pengawasan, terdiri dari format : 
3.2.1. Impor/ekspor Komoditi Tertentu. 
3.2.2. Impor/ekspor Prekursor, Narkotika dan Psikotropika, Legal. 
3.2.3. Impor/ekspor Prekursor, Narkotika dan Psikotropika, Ilegal. 
3.2.4. Data Perdagangan dengan Batam (Impor/Ekspor). 
3.2.5. Data Pelanggaran Kepabeanan (Impor/Ekspor). 
3.2.6. Audit atas Keberatan Penetapan Dirjen. 
3.2.7. Pelaksanaan Audit Reguler. 
3.2.8. Hasil Audit. 
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3.2.9. Data Pelanggaran Cukai. 
3.2.10. Data Perkembangan Penyidikan. 
3.2.11. Data Tangkapan. 
3.2.12. Pelaksanaan NI / NHI. 
3.3. Kelompok Fasilitas, terdiri dari format : 
3.3.1. Importir Jalur Prioritas. 
3.3.2. Impor Sementara. 
3.3.3. Penangguhan. 
3.3.4. Data Perdagangan dalam rangka skema CEPT Intra ASEAN. 
3.3.5. Data Perdagangan dalam rangka skema ASEAN – CHINA. 
3.4.Kelompok Umum 
                         Sambil menunggu format pelaporan sesuai dengan   ketentuan 
yang baru maka untuk sementara laporan-laporan yang berkaitan dengan 
masalah keuangan/anggaran rutin, kepegawaian, perlengkapan dan lainnya 
tetap dibuat dan dikirimkan secara manual. 
4. Waktu dan Saat Pengiriman Laporan  
           Modul Pelaporan dibuat dalam bentuk aplikasi komputer yang harus diisi 
dan dikirimkan secara elektronis oleh setiap Kantor Wilayah dan Kantor 
Pelayanan melalui portal DJBC melalui nomor akses : 080988876 secara 
berkala. Berdasarkan waktu pengirimannya, modul pelaporan ini dibagi menjadi 
sebagai berikut : 
4.1. Laporan yang hanya diisi dan dikirimkan pada saat terjadi  perubahan 
data. Laporan tersebut adalah laporan sebagaimana dimaksud pada 
butir : 3.1.1. tentang Target Penerimaan. 
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4.2. Laporan Harian, yaitu laporan kegiatan harian yang wajib diisi dan 
dikirimkan pada hari kerja berikutnya paling lambat pada pukul 
12.00 waktu setempat. Laporan tersebut adalah laporan sebagaimana 
dimaksud pada butir :  
                     3.1.2. Tentang Realisasi Penerimaan; dan  
                     3.1.3. Tentang Realisasi  Penerimaan Negara Bukan Pajak. 
    4.3. Laporan Limabelas Harian, yaitu laporan yang wajib dikirimkan 
setiap tanggal 16 untuk kegiatan yang dilakukan antara tanggal 1 
sampai dengan tanggal 15 bulan pelaporan dan setiap tanggal 1 bulan 
berikutnya untuk kegiatan yang dilakukan antara tanggal 16 sampai 
dengan akhir bulan pelaporan. Laporan tersebut adalah laporan 
sebagaimana dimaksud pada butir : 
 3.1.4. tentang Penagihan;  
 3.1.5. tentang Realisasi Pengembalian;  
   3.1.6. tentang Realisasi Pembebasan Bea Masuk dan PDRI;  
   3.1.7. tentang Realisasi Pembayaran dengan Cara Mengangsur;  
   3.2.1. tentang Impor/ekspor Komoditi Tertentu;  
   3.2.2.tentang Impor/ekspor Prekursor, Narkotika dan Psikotropika,     
Legal; 
   3.2.3.tentang Impor/ekspor Prekursor, Narkotika dan Psikotropika, 
Ilegal; 
   3.2.4. tentang Data Perdagangan dengan Batam (Impor/Ekspor); 
   3.2.5. tentang Data Pelanggaran Kepabeanan (Impor/Ekspor);  
   3.2.6. tentang Audit atas Keberatan Penetapan Dirjen;  
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   3.2.7. tentang Pelaksanaan Audit Reguler;  
   3.2.8. tentang Hasil Audit; 
    3.2.9. tentang Data Pelanggaran Cukai; 
    3.2.10. tentang Data Perkembangan Penyidikan; 
    3.2.11. tentang Data Tangkapan; 
    3.2.12. tentang Pelaksanaan NI / NHI; 
    3.3.1. tentang Importir Jalur Prioritas; 
    3.3.2. tentang Impor Sementara; 
    3.3.3. tentang Penangguhan; 
    3.3.4. tentang Data Perdagangan dalam rangka skema CEPT Intra 
ASEAN; dan 
   3.3.5.tentang Data Perdagangan dalam rangka skema ASEAN – 
CHINA. 
5. Penanggung jawab Laporan  
Kebenaran pengisian dan keamanan data serta ketepatan waktu pengiriman 
laporan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor. 
6. Ketentuan Lain-lain  
Modul Pelaporan akan diinstalasikan pada komputer yang khusus 
disiapkan untuk keperluan tersebut di setiap Kantor Wilayah dan Kantor 
Pelayanan. 
1.1 Dalam hal terjadi force majeure, seperti listrik mati, komputer rusak, 
sambungan telepon tidak berfungsi atau hal-hal lain yang 
mengakibatkan tidak dimungkinkannya pengiriman laporan secara 
elektronis, maka laporan dibuat secara manual dengan format 
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mengacu kepada data isian Modul Pelaporan dan pada kesempatan 
pertama dikirimkan melalui faksimili kepada Direktur Penerimaan 
dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) pada nomor : 021-
4891482 atau nomor : 021-4750805. Untuk selanjutnya 
Subdirektorat Penerimaan pada Direktorat PPKC akan mengelola 
data tersebut guna disajikan pada Modul Informasi Eksekutif; 
1.2  Laporan Monitoring Penerimaan, Laporan Monitoring Pencapaian 
Target Penerimaan, Instruksi, Surat Edaran dan Nota dinas tentang 
pelaporan baik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal maupun oleh 
para Direktur dari Direktorat Teknis terkait tetap disampaikan dan 
tembusannya disampaikan kepada Direktur PPKC sampai ada 
keputusan lebih lanjut. 
7. Masa Berlaku 
          Penerapan Sistem Pelaporan terpadu mulai berlaku tanggal 1 Februari 2006. 
C. Ekspor 
1. Pengertian Ekspor 
              Indonesia sebagai negara berkembang dituntut mampu mengirimkan dan 
menjual barang-barang ke luar negeri disamping menjadi negara pengimpor 
barang-barang dari luar negeri. Menurut pasal 1 angka 14 UU Nomor 17 tahun 
2006 tentang kapabeanan, yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan 
mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor merupakan salah satu kegiatan 
perdagangan yaitu kegiatan usaha jual beli barang/ jasa yang dilaksanakan secara 
terus menerus agar memperoleh keuntungan dengan melintasi wilayah pabean 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ekspor juga berarti mengeluarkan barang-
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barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai 
ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing ( Amir 
M.S. 2004: 100 ). 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan 
transaksi jual beli antara penjual ( di dalam negeri ) dengan pembeli ( di luar 
negeri ) dengan mengeluarkan barang melalui wilayah pabean berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. Barang yang dikeluarkan dari daerah pabean ini 
diperlakukan sebagai barang ekspor dan pada umumnya pemerintah tidak 
memungut bea keluar artinya hanya produk-produk tertentu saja yang dikenakan 
biaya keluar. Barang-barang ekspor juga harus melalui pemeriksaan barang, baik 
pemeriksaan  fisik barang maupun pemeriksaan dokumen yang terkait. 
Menurut pasal 1 angka 16 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, 
yang dimaksud dengan Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-
undang ini dikenakan atas barang-barang ekspor. Perhatian DJBC khususnya di 
Indonesia ini yang lebih fokus ke pemungutan bea masuk sesuai dengan tujuan 
pemungutan bea masuk yaitu untuk melindungi industri dalam negeri dari 
limpahan produk luar negeri yang di impor. 
Dengan demikian tujuan melaksanakan ekspor ( Amir M.S. 2004: 99) 
antara lain : 
a Mencari laba perusahaan melalui perluasan pasar serta memperoleh laba 
yang lebih baik. 
b Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan dari pasar domestik. 
Dengan demikian komoditi yang diproduksi mempunyai pasar yang luas, 
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tidak sekadar pasar dalam negeri, tetapi juga mampu melayani konsumen 
di mancanegara. 
c Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang, sehingga tercapai kapasitas 
optimum dalam berproduksi yang dapat menekan biaya umum perusahaan. 
d Membiasakan diri bersaing di gelanggang internasional, sehingga terlatih 
dalam persaingan yang ketat dan terhindar darin sebutan ” jago kandang ”, 
apalagi dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi. 
2.  Dokumen  Ekspor 
Dokumen-dokumen ekspor yang perlu diketahui adalah dokumen ekspor 
untuk memenuhi peraturan dan pesyaratan dari pemerintah yang umumnya 
tercantum dalam LC, antara lain: 
a  Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ) 
b  Commercial Invoice 
c  Bill of Lading 
d  Packing List 
e  Surat Keterangan Asal ( SKA ) 
f  Airway Bill 
g Inspection Certificate 
h Certificate of Quality 
i  Exporter’s Certificate 
j  Wesel 
3. Resiko dan Hambatan melakukan Ekpor 
   Setiap transaksi bisnis pada dasarnya adalah pembeli dan penjual, atau 
importir dan eksportir  dalam perdagangan internasional. Kedua belah pihak 
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menginginkan satu hal yang sama : mendapatkan keuntungan dan menanggung 
resiko sekecil mungkin dari transaksi tersebut. Apalagi ekspor-impor adalah 
suatu kegiatan perdagangan lintas negara  dan dipisahkan oleh jarak yang jauh, 
perbedaan budaya dan transaksi bisnis bisnis, perbedaan sistem pemerintah dan 
ekonomi , perbedaan mata uang dan perbedaan lainnya yang dapat 
mempngaruhi kegiatan ekspor-impor. 
Beberapa resiko dan hambatan dalam kegiatan ekspor-impor diantaranya 
sebagai berikut : 
a Resiko Transportasi 
Importir dan eksportir dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh 
yang membutuhkan beberapa moda transportasi. Hal ini membuat resiko 
dan biaya bertambah besar. Biaya transportasi menjadi perhatian yang 
serius, terutama jika jarak tempuh terlalu jauh dapat menimbulkan resiko 
kehilangan dan kerusakan. Dalam kegiatan ekspor-impor, perjalanan 
barang dari gudang eksportir sampai ke gudang importir atau sebaliknya 
sering memakan waktu lama. Biaya transportasi bisa menjadi sangat 
tinggi, terutama untuk barang yang berat dan beresiko. 
b Resiko Pembayaran 
Dalam hampir semua transaksi bisnis, importir selalu 
menginginkan agar bisa membeli secara kredit dengan jangka waktu 
yang lama. Karena importir memerlukan waktu yang lama pula untuk 
mendapatkan pembayaran dari penjualan barang impornya, sehingga 
importir juga memerlukan waktu yang lama untuk bisa membayar 
barang impornya. Sedangkan eksportir sangat membutuhkan kepastian 
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pembayaran barang yang dijualnya. Dari perbedaan tersebut dapat 
menimbulkan resiko yang sangat besar, seperti penipuan dan gagal 
bayar. 
c Resiko Nilai Tukar 
Jenis mata uang yang ditetapkan dalam transaksi ekspor-impor 
memiliki dampak yang menentukan baik bagi eksportir maupun 
importir. Keuntungan bagi eksportir apabila pada waktu tanggal kontrak 
dengan tanggal pembayaran, mata uang tersebut didepresiasi, maka 
pembayaran barang atau jasa yang dijual akan meningkat. Hal itu dapat 
merugikan importir. Demikian pula sebaliknya, jika setelah kontrak 
ditandatangani dan sebelum barang dan jasa dibayar, mata uang yang 
ditetapkan mengalami depresiasi, maka pembayaran barang atau jasa 
yang dijual akan menurun. Hal ini dapat menguntungkan importir tetapi 
merugikan eksportir. 
d  Resiko Politik 
Pertimbangan keadaan politik harus diperhatikan, jika keadaan 
politik suatu negara tidak stabil akan membawa perubahan-perubahan 
pada kebijakan perdagangan, pembatasan impor barang tertentu, atau 
kerusuhan yang menyebabkan kehilangan dan kerusakan barang, dan 
berbagai masalah lain. 
e Resiko Hukum 
Ekspotir dan importir akan menghadapi resiko hukum yang tidak 
ditemui di negaranya sendiri. Perbedaan asumsi antara eksportir dan 
importir tentang hukum yang berlaku harus melalui peradilan 
45 
 
internasional dan sebagainya merupakan salah satu resiko kegiatan 
ekspor-impor. 
f Resiko Tak Terduga ( Kerusakan, Kekurangan dan Bencana Alam ) 
Peristiwa tak terduga secara otomatis akan merubah besarnya 
biaya yang akan ditanggung oleh eksportir dan juga bisa merugikan 
pihak importir seperti terjadinya bencana alam yang akan memperlambat 
datangnya barang atau resiko kehilangan barang. Hal-hal tersebut 
merupakan resiko dalam melakukan ekspor. 
4. Kepabeanan di Bidang Ekspor 
a Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ) 
Sebelum eksportir melakukan pengiriman barang ke Negara 
Tujuan Ekspor ( NTE ), eksportir harus mengajukan Pemberitahuan 
Ekspor Barang ( PEB ) kepada instansi pemerintah yaitu Bea Cukai yang 
memegang otoritas kepabeanan. Barang yang akan diekspor wajib 
diberitahukan dan didaftrakan ke Kantor Pabean dengan menggunakan 
PEB. Penyampaian PEB dapat dilakukan secara langsung dengan di atas 
formulir atau melalui media elektronik. Eksportir wajib mengisi PEB 
dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas kebenaran data 
yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor. Sebelum 
mengajukan PEB, eksportir terlebih dahulu membayar pungutan-pungutan 
negara dalam rangka ekspor melalui Bank Devisa. Terhadap barang ekspor 
dilakukan penelitian dokumen, dilakukan oleh sistem aplikasi pelayanan 
dan/atau pejabat bea dan cukai, setelah pemberitahuan pabean ekspor 
diajukan ke kantor pabean. Penelitian dokumen meliputi: 
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1). Kebenaran dan kelengkapan pengisian data pemberitahuan 
pabean ekspor; 
2). Kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang 
diwajibkan,seperti invoice, packing list dan dokumen pelengkap 
lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum 
dibidang ekspor; dan/atau STBS dalam hal barang ekspor 
terkena bea keluar; 
3). Kebenaran perhitungan bea keluar yang tercantum dalam bukti 
pelunasan  bea keluar dalam hal barang ekspor terkena bea 
keluar; dan  
4). Pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor. 
Setelah dokumen diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat DJBC 
maka eksportir mempersiapkan barang yang akan diekspor untuk 
diperiksa secara fisik ( jika hal tersebut diperlukan ). 
b Pemeriksaan Pabean atas Barang Ekspor oleh Pejabat Bea Cukai 
1). Tata Cara Penelitian Dokumen 
Penelitian dokumen dalam hal ini adalah pemeriksaan pabean 
terhadap keabsahan dokumen. Pemeriksaan dokumen adalah upaya 
untuk memperoleh data dengan penilaian yang tepat melalui 
pemberitahuan pabean yang diajukan antara dokumen dan fisik 
barang. Adapun tata cara penelitian dokumen yang dilakukan oleh 
pejabat Bea Cukai antara lain : 
                     a). Menerima lembar pengantar dan disket PEB, PEB dan dokumen  
pelengkap pabean yang diajukan oleh eksportir. 
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                     b).  Meneliti kondisi disket. 
c).Meneliti PEB dan dokumen pelengkap pabean dan atau 
pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. 
                     d). Mentransfer data dalam disket PEB ke komputer. 
                     e). Merekam hasil penelitian sebagaimana dimaksud butir 3. 
                     f). Dalam hal PEB diterima: 
(1). Mencantumkan pada PEB, nomor, dan tanggal 
pendaftaran   PEB. 
(2). Menandatangani Persetujuan Muat ( PM ) dalam hal 
tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang. 
                     g).   Menyerahkan disket kepada eksportir beserta : 
(1). PEB dan penolakan yang berisi bahwa pengisian PEB 
tidak lengkap atau tidak benar dan atau kekurangan 
dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan.  
(2). PEB yang telah dibubuhi nomor dan tanggal 
pendaftaran dan PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan 
fisik barang. 
(3). PEB yang telah dibubuhi nomor dan tanggal 
pendaftaran dan PM yang telah ditandatangani pejabat 
Bea Cukai dalam hal tidak melakukan pemeriksaan 
fisik barang. 
                        h).   Mengirim copy PEB dan PPB ke kantor pemeriksaan melalui  
sarana komunikasi setelah diterbitkan. 
                           (1). Tata Cara Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor 
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Pemeriksaan fisik barang adalah upaya untuk 
memperoleh data dengan penilaian yang tepat melalui 
pemberitahuan pabean yang diajukan antar fisik barang dengan 
dokumen. Adapun tata cara pemeriksaan fisik barang  yang 
dilakukan oleh pejabat Bea Cukai antara lain : 
(a). Mengirim PPB dan PEB melalui faksimili atau melalui 
sarana komunikasi lainnya ke Kantor Pemeriksaan. 
(b). Menerima dari eksportir: PM yang telah ditandatangani 
Pegawai Pengawas Stuffing dan Pegawai Dinar Luar di 
pintu kawasan pabean dan PEB yang telah berisi hasil 
pemeriksaan fisik barang. 
(c). Membubuhkan selesai muat berdasarkan PM, cap, tanda 
tangan, nama, dan NIP pada kolom H PEB.  
(d). Merekam hasil pemeriksaan fisik barang dan mencocokkan 
nomor peti kemas. 
(e). Merekam pembetulan PEB dalam hal terdapat perubahan 
data PEB. 
5. Pemuatan barang ekspor 
Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan 
setelah mendapat persetujuan muat dari pejabat Bea dan Cukai setelah 
dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemuatan barang 
ekspor dapat dilakukan di kawasan pabean atau di tempat lain yang 





1. Pengertian Impor 
Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya sangat padat dan 
untuk menunjang kehidupan masyarakat yang tingkat kebutuhannya semakin 
bertambah dari waktu ke waktu, di perlukan pembangunan yang merata di segala 
bidang. Dalam kaitannya dengan pembangunan perdagangan dan perindustrian, 
pemerintah memberikan keleluasaan kepada para pengusaha untuk melaksanakan 
kegiatan yang dapat menunjang usaha mereka. Salah satu usaha yang ditempuh 
adalah dari kegiatan impor.  
Menurut pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang 
kepabeanan, yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang 
ke dalam daerah pabean. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Impor adalah 
memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah 
ke dalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan valuta asing( Amir M. 
S.2004 : 139 ). 
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan penegrtian impor adalah 
kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah negara yang berasal dari luar 
negeri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dibayar dengan valuta 
asing. Sedangkan tujuan impor adalah memenuhi kebutuhan msyarakat akan 
barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia di dalam 
negeri dari luar negeri ( Amir M.S.2004 : 139 ).  
Pengertian barang impor menurut pasal 1 angka 1 Keputusan DJBC 
Nomor Keputusan 15/BC/1999 tentang Petunuk Umum Pelaksanaan Tata Laksana 
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Kepabeanan Di Bidang Impor adalah barang yang dimasukkan ke daerah pabean. 
Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean ini diperlakukan sebagai barang 
impor dan dikenakan Bea Masuk. Menurut pasal 1 angka 15 UU Nomor 17 tahun 
2006 tentang kepabeanan, yang dimaksud dengan Bea Masuk adalah pungutan 
negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang-barang 
yang diimpor. 
2. Prosedur Kepabeanan di Bidang Impor mengacu pada UU Nomor 17 
Tahun 2006 
a. Kedatangan barang Impor 
1).  Kedatangan Sarana Pengangkut  
   a ).  Sebelum Kedatangan Sarana Pengangkut  
Kewajiban Pengangkut :  
(1). Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan Rencana 
Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) secara tertulis dalam 
rangkap  2 (dua) lembar atau melalui media elektronik kepada 
Pejabat yang menangani Manifest di Kantor Pabean tempat tujuan 
pembongkaran pertama.  
(2). Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sekurang-
kurangnya mencantumkan:  
(a). Nama sarana pengangkut  
(b). Nomor pengangkutan  
(c). Nama pengangkut  
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(d). Pelabuhan asal  
(e). Pelabuhan tujuan  
(f). Rencana tanggal kedatangan  
(g). Rencana jumlah kemasan atau peti kemas yang akan 
dibongkar  
(h). Pelabuhan tujuan berikutnya dalam Daerah Pabean  
(i). Pelabuhan terakhir di luar Daerah Pabean  
(3). Terhadap penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana 
Pengangkut (RKSP) dan Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut 
akan diberikan bukti penerimaan yang merupakan persetujuan 
pembongkaran barang impor.  
(4). Untuk sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan 
secara teratur dalam suatu periode tertentu tidak perlu 
menyerahkan Pemberitahuan mengenai Rencana Kedatangan 
Sarana Pengangkut tetapi cukup menyerahkan Jadwal Kedatangan 
Sarana Pengangkut.  
(5). Setiap perubahan rencana kedatangan sarana pengangkut atau 
Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut wajib diberitahukan oleh 
pengangkut kepada Pejabat yang menangani Manifest.  
(6). Ketentuan lainnya Pemberitahuan rencana kedatangan sarana 
pengangkut tidak berlaku bagi sarana pengangkut yang datang dari 
luar daerah Pabean melalui darat . 
2 ).  Saat Kedatangan Sarana Pengangkut  
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a).  Sarana pengangkut membawa barang impor tujuan dalam  
Daerah Pabean.   
Kewajiban Pengangkut :  
(1). Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan Kedatangan     
Barang Impor berupa : 
(a) . Manifest (BC1.1) barang impor  
(b) . Daftar penumpang dan/ atau awak sarana pengangkut  
(c) . Daftar senjata api  
(d) . Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan    
dalam pengobatan 
(e) . Daftar bekal  
(2). Pengangkut yang datang dari luar Daerah Pabean melalui 
darat wajib menyerahkan daftar barang impor yang 
diangkutnya. 
(3). Pemberitahuan dan daftar barang impor dibuat dalam bentuk 
tertulis maupun melalui  media elektronik, dalam Bahasa 
Indonesia atau Bahasa Inggris yang ditandatangani oleh 
pengangkut. 
(4). Dalam hal sarana pengangkut tidak membawa barang impor, 




b. Perbaikan Manifest dan Sanksi Administrasi 
1). Perbaikan Manifest :  
a). Perbaikan manifest hanya dapat dilakukan sepanjang 
mengenai jumlah, jenis, merek,nomor kemasan, peti kemas, 
atau barang curah.  
b). Perbaikan manifest dapat dilaksanakan atas persetujuan 
Kepala Kantor Pabean.  
c). Perbaikan manifest wajib dilakukan oleh pengangkut dalam 
hal pengiriman barang impor dilakukan secara konsolidasi, 
dengan merinci lebih lanjut post manifest yang 
bersangkutan.  
2). Sanksi Administrasi :  
a). Dalam hal perbaikan manifest berkenaan dengan jumlah 
kemasan atau peti kemas atau barang curah, dikenakan 
sanksi administrasi berupa denda, yaitu apabila pengangkut 
tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi 
di luar kemampuannya.  
b). Pengeluaran barang impor yang bersangkutan baru dapat 
dilaksanakan setelah sanksi administrasi tersebut dipenuhi.  
c. Pembongkaran Barang Impor 
1).  Pelaksanaan Pembongkaran Barang Impor  
a). Di kawasan Pabean, atau  
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b). Di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor 
Pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan.  
2). Kewajiban Pengangkut dan Kuasanya  
Pengangkut atau kuasanya wajib menyampaikan daftar kemasan atau 
peti kemas yang telah dibongkar kepada Kantor Pabean, segera setelah 
selesai pembongkaran barang impor. 
           3). Pengangkut wajib  
    Membayar Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor berikut   
sanksi administrasi dalam hal kedapatan   jumlah kemasan/peti kemas 
kurang dibongkar dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan 
kekurangannya. 
          d. Penimbunan Barang Impor 
1). Pelaksanaan Penimbunan Barang Impor 
     Barang impor yang belum selesai kewajibannya dapat ditimbun di : 
a). Tempat Penimbunan Sementara, atau  
b). Gudang atau Lapangan Penimbunan milik importir setelah 
mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.  
2). Kewajiban Pengusaha Penimbunan  
Segera setelah selesainya penimbunan, Pengusaha Tempat Penimbunan 
dimaksud wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas yang 
telah ditimbun kepada Kepala Kantor. 
3). Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara/Gudang Penimbunan wajib  
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Membayar Bea masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor berikut 
sanksi administrasi dalam hal kedapatan jumlah kemasan/peti kemas 
kurang ditimbun dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan 
kekurangannya. 
4).Terhadap kelebihan bongkar atau timbun hanya dikenakan sanksi   
administrasi. 
e. Pengeluaran Barang Impor 
1). Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean dengan Tujuan   
Untuk   Dipakai dengan Penyiapan PIB/PIBT 
a). Atas barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean 
dengan tujuan untuk dipakai, importir menyiapkan PIB 
berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean  
b). Importir menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam 
rangka impor (self assessment) yang harus dibayar  
c). Terhadap barang impor berupa :  
(1). Barang pindahan  
(2). Barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang  
(3). Barang impor melalui jasa titipan  
(4). Sarana angkutan laut dan udara  




2). Pengeluarannya dari Kawasan Pabean untuk tujuan dipakai dilakukan 
dengan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) 
 
a). Pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor  
melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean  dilakukan 
dengan cara : 
(1). Pembayaran biasa Bank devisa persepsi atau Kantor Pabean 
akan memberikan bukti pembayaran dan memberikan nomor 
serta tanggal pembayaran pada bukti pembayarannya.  
(2). Pembayaran berkala Diberikan kepada importir yang telah 
memenuhi persyaratan tertentu untuk suatu periode tertentu.  
b). Pengajuan PIB 
(1). .Pengajuan PIB dapat dilakukan untuk setiap pengimporan 
atau  secara berkala dalam periode tertentu kepada pejabat 
Bea dan Cukai   
(2). PIB dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti 
pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka 
impor.  
(3). .PIB dan lampirannya diajukan kepada pejabat Bea dan Cukai 
untuk dilakukan pemeriksaan.  
(4). .Pengajuan PIB dan lampirannya dapat dilakukan sebelum 
barang impor tiba di pelabuhan.  
(5). PIB dapat diajukan melalui tiga cara :  
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(a) PIB Manual  
(b) PIB Disket  
(c) PIB EDI  
f. Ketentuan Pengeluaran Barang Impor : 
1). Barang impor dengan tujuan untuk dipakai  
a). Hanya dapat dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan 
persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat Bea dan Cukai.  
b). Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan 
fisik barang. ( Pengeluaran melalui jalur hijau dan jalur merah)  
c). Pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif.  
2). Barang impor berupa hasil tembakau dan MMEA yang dikemas untuk 
penjualan eceran  hanya dapat dikeluarkan setelah dilekati tanda pelunasan 













DESKRIPSI OBYEK DAN PEMBAHASAN 
 
A. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN 
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) 
 Sebagai miniatur Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), 
kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai 
(KPPBC) Tipe A3 Surakarta terbilang cukup lengkap, mulai dari bandara 
internasional, kawasan pabean, pos lalu bea, hingga kegiatan cukai, semuanya 
terlayani dengan baik, bahkan untuk tahun 2008 target penerimaan dapat 
melebihi target yang ditentukan. 
    Kota Solo yang merupakan kota Keresidenan dan kerajaan 
Mataram Kartasuro atau yang lebih dikenal dengan nama Surakarta, merupakan 
kota terbesar nomor dua yang ada di wilayah propinsi Jawa Tengah. Sebagai 
kota yang dulunya menyatu dengan wilayah Yogyakarta di bawah kerajaan 
Mataram, kegiatan kedua kota ini menjadi barometer kegiatan perekonomian 
yang ada di Jawa Tengah. 
DJBC juga berperan aktif untuk mendukung kegiatan perekonomian, 
khususnya industri ekspor impor dan industri rokok juga minuman yang 
mengandung etil alkohol di wilayah Surakarta. Peran aktif DJBC yang 
dilaksanakan oleh KPPBC Tipe A3 Surakarta ini, terlihat dari pelayanan yang 
diberikan untuk kelancaran industri dan kegiatan cukai yang menjadi kegiatan 
utama dari KPPBC Surakarta. 
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Wilayah kerja pelayanan dan pengawasan dari KPPBC Surakarta 
terbilang cukup luas kurang lebih dari 5.724 Km2. Wilayah kerja KPPBC 
Surakarta dikenal dengan sebutan “Subosuka Wonosraten”, yang merupakan 
singkatan dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, 
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan 
Kabupaten Klaten. 
KPPBC Tipe A3 Surakarta berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebelum 1991 
lokasi KPPBC Surakarta berada di jalan Lumban Tobing  Pasar Legi, Banjarsari, 
Surakarta. Karena suasana yang tidak mendukung untuk kegiatan perkantoran 
dan adanya polusi udara dari bau sampah hasil pembuangan aktivitas pasar, 
kemudian KPPBC Surakarta pindah ke lokasi baru hingga sekarang di jalan 
Adisucipto no. 36 Colomadu Karanganyar. 
Dengan tempat yang lebih luas dan nyaman tersebut, diharapkan 
dapat memberikan ketenangan bagi pegawai dan lebih meningkatkan semangat 
pelayanan kapada pengguna jasa. Menurut kepala KPPBC Tipe A3 Surakarta, 
Arwansyah, kegiatan yang ada di KPPBC Surakarta terbilang cukup lengkap dan 
berimbang antara kegiatan kepabeanan dan cukai. Untuk kegiatan kepabeanan 
meliputi kawasan pabean bandara internasional Adisumarmo, Kantor Pos Lalu 
Bea, tempat penimbunan sementara, tempat penimbun berikat, dan pelayan 
KITE. Sedang kegiatan cukai meliputi, pelayanan pabrik etil alkohol (EA), 
minuman mengandung etil alkohol (MMEA), hasil tembakau (HT), dan tempat 








DASAR HUKUM : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI  
No : 52/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 
LUKISAN  
a. Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya 
b. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya 
c. Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar 
d. Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran 
MAKNA  
a. Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila 
b. Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, 
yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan 
Undang-undang Cukai.  
c. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. 
dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin  
d. Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan 
melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok 
Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.  
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e. Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea 
dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.  
WARNA  
 Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaanya. 
 
3. Tugas dan Fungsi Pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
a. Tugas Pokok  
             Melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di 
bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan 
oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan 
dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan 
pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b.  Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai mempunyai fungsi :  
1). Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan 
cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
2). Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 
pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang 
berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang 
masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan 
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yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;  
3). Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 
pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea 
masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya 
dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku ;  
4). Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian 
pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan 
pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku  
5). Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan 
dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 



















5. Deskripsi Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi dan Sub bagian. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 
Surakarta terdiri dari: 
a.  Subbagian Umum 
Subbagian  umum  mempunyai tugas melakukan urusan 
ketatausahaan, kepegawaian keuangan dan rumah tangga Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan, pengawasan dan pelaksanaan tugas dan 
evaluasi kinerja, penyulluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan 
kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan mastarakat, 
serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi: 
1). Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan penyusunan rencana 
kerja dan laporan akuntabilitas. 
2). Pengawasan pelaksaan tugas dan evaluasi kinerja. 
3). Perumusan laporan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan 
masyarakat serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai. 
4). Pelaksaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta 
rumah tangga dan perlengkapan. 
Subbagian Umum terdiri dari: 
a) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian 
 Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
urusan tata usaha dan kepegawaian, pengawasan pelaksanaan tugas 
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dan evaluasi kinerja, penyusunan rencana kerja dan laporan 
akuntabilitas, perumusan laporan pelaksana tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksa aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 
serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai. 
b) Urusan Keuangan 
 Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, 
anggaran dan kesejahteraan pegawai. 
c) Urusan Rumah Tangga 
 Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah 
tangga dan perlengkapan. 
    b. Seksi Penindakan dan Penyidikan  
         Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan 
intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, 
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan 
pengadministrasian saran operasi, sarana komunikasi dan senjata api. 
  Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan 
menyelenggarakan fungsi: 
1). Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi 
dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
2). Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
3). Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 




4). Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. 
5). Pemeriksaan sarana pengangkut. 
6). Pengawasan pembongkaran barang. 
7). Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda 
administrasi terhadap kekurangan dan kelebihan bongkar, serta denda 
administrasi atas pelanggaran lainnya. 
8). Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang 
bukti. 
9). Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan 
kepabeanan dan cukai. 
10). Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
11). Pengelolaan dan pengadministrasian saran operasi, sarana komunikasi 
dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
   Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari: 
a) Subseksi Intelijen 
Subseksi Intalijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 
pengelohan, penyajian, dan penyampaian informasidan hasil intelejen, 
analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan 
pembongkaran dan penimbunan barang, dan pengawasanlainnya serta 
pengeloloaan pangkalan data intelejen. 
b) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi 
Subseksi penindakan dan sarana operasi mempunyai tugas melakukan 
pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi 
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pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang kepabean dan cukai serta pengawasan 
pembongkaran barang, serta pengelolaan dan pengadministrasian 
sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kontor pengawasan 
dan pelayanan.  
c) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
Subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan mempunyai tugas 
melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang kepabean dan cukai, 
penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda 
administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda 
administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda 
administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantau tindak lanjut hasil 
penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan 
cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, 
serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan 
barang bukti.  
c. Seksi Perbendaharaan 
           Seksi Perbendeharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan 
pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang 
dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana 
pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. 




1). Pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, 
bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya 
yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. 
2). Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan 
penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding 
serta jaminan lainnya. 
3). Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan 
dan pengembalian pita cukai. 
4). Penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, 
bunga, sewa tempat penimbun pabean, pungutan negara lainnya yang 
dipungut oleh Diraktorat Jenderal serta pengadministrasian dan 
penyelesaian premi. 
5). Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan 
pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa 
tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah 
jatuh tempo. 
6). Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta 
administrasi pelelangan. 
7). Pengadminstrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor. 
8). Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan 
pungutan negara lainnya. 
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9). Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana 
pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut. 
10). Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian 
manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta 
pelayanan pemberitahuan pengangkut barang. 
11). Perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 
dokumen sarana pengangkut. 
    d. Seksi Perbendaharaan terdiri dari: 
1). Subseksi Adminstrasi Penerimaan dan Jaminan 
 Subseksi Adminstrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas 
melakukan administrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda 
adminstrasi,bunga, sewa tempat penimbun pabean, dan pungutan 
negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, dan 
penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan pita cukai, 
pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea 
masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas 
pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, 
pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan 
bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka  keberatan dan 
banding serta jaminan lainnya. 
2). Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengambilan 
Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengambilan mempunyai tugas 
melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, 
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denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan 
pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, 
penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, 
penyitaan, dan pengadministrasian pelelangan serta 
pengadministrasian dan penyelesaian premi, pengadministrasian 
pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa 
tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya 
yang dipungut oleh Diraktorat Jenderal. 
3). Subseksi Adminstrasi Manifest 
Subseksi Adminstrasi Manifest mempunyai tugas melakukan 
penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut 
dan jadwal kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, 
pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta perhitungan 
denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen 
sarana pengangkut. 
 
e. Seksi Kepabeanan dan Cukai  
 Seksi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan 
pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi yang 
menangani  Kepabeanan dan Cukai paling banyak 4 (empat). 
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kepabeanan. dan Cukai 
menyelenggarakan fungsi: 
1). Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai. 
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2). Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan 
Pengusaha Barang Kena Cukai. 
3). Pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana 
deteksi. 
4). Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, cukai, 
pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan 
pungutan negara lainnya. 
5). Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean. 
6).  Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 
pabean. 
7). Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut. 
8). Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai. 
9). Pelaksaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai. 
10). Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan 
dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai. 
11). Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar 
barang kena cukai. 
 Subseksi Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi 
Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai. Subseksi yang menangani Hanggar 
Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua). 
  Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan 
pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian 
pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan barang, pemeriksaan badan 
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dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi 
barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian 
kebenaran perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor, pungutan 
dalam rangkaekspor, dan pungutan negar lainnya, penetapan klasifikasi 
barang, tari bea masuk, dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan 
pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pelayanan dan 
pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke 
saranapengangkut, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, 
penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan pungutan 
negra lainnya, pelaksaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan 
urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha 
Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan 
barang kena cukai, serta pelaksaan pengawasan dan pemantauan produksi, 
harga dan kadar barang kena cukai. 
  f. Seksi Tempat Penimbunan  
 Seksi Tempat Penimbunan melakukan pelayanan teknis dan 
fasilitas kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat 
Penimbunan Pabean. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tempat 
Penimbunan menyelenggarakan fungsi: 
1). Pengadministrasian perijinan tempat penimbunan pabean. 
2). Pengelolaan tempat penimbunan pabean. 
3). Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
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4). Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
5). Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
6). Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasi negara, dan barang yang menjadi milik 
negara. 
7). Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 
barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. 
8). Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai, dan barang yang menjadi milik negara 
dan atau busuk. 
  g. Kelompok Jabatan Fungsional 
 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perudang-undangan yang berlaku.   
 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahlianya. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat 
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. Jumlah Jabatan 
Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan 
jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-





1. Penerapan Modul Pelaporan Online ( MPO ) dalam Pengiriman Data 
Ekspor-Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe A3 Surakarta. 
 
          Sistem Modul Pelaporan Online ( MPO ) yang berbasis teknologi 
informasi ( TI ) pada KPPBC Tipe A3 Surakarta merupakan wujud 
implementasi dari S – 21/ BC/ 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi penyelengggara pemerintah dengan memanfaatkan 
teknologi informasi.  
 Penerapan Modul Pelaporan Online ( MPO ) di Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta adalah  : 
a. Menjalankan Program 
     Setelah dilakukan installasi aplikasi dengan benar dan telah terkoneksi 
ke vpn dial , langkah berikutnya adalah: 
1). Klik internet explorer, Setelah itu kemudian tampil halaman login. 
    Halaman login merupakan halaman awal pengesahan user untuk dapat 
memasuki sistem modul pelaporan online, berikut ini adalah tampilan halaman 
login; 





b) Menu Utama 
    Tampilan awal sistem modul pelaporan online adalah sebagai berikut : 
 
c) Otorosasi pengguna 
      Pada menu ini, dapat dilakukan penggantian password dan penambahan 
user. Penggantian password dapat dilakukan oleh setiap user, sedangkan 
penambahan user hanya dapat dilakukan oleh administrator, berikut ini adalah 
penjelasan penggunaanya, setelah anda pada menu laporan utama klik user 
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Pada layar berikut ini akan muncul tiga tombol pilihan, masing-masing 
tombol itu adalah berfungsi sebagai berikut : 
(1) Tombol registrasi : digunakan untuk melakukan registrasi awal. 
 
(2). Tombol Ganti Password : digunakan untuk mengganti password  
administrator dari default password menjadi password yang 
ditentukan oleh administrator suatu kantor pelayanan agar 
pengguna komputer yang lain tidak bisa merubah atau melakukan 
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hal-hal yang tidak bertanggung jawab, atau bisa juga untuk 
mengganti Nama atau Password user yang lain. 
(3). Tombol Keluar : berfungsi untuk keluar dari layar otorisasi  
pengguna 
d) Mengganti Password 
     Setiap user dapat mengganti password semula dengan password lain 
yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 





(2) Klik Ganti Password, maka tampil kolom password sebagai 
berikut, sebelum anda memasukkan password baru maka, anda 
harus mengetahui terlebih dahulu password yang berlaku 
sebelumnya. Pada kolom Passwaord Lama ketikkan password 




(3)  Pada kolom Password Baru ketikkan password baru anda. 
(4) Ulangi ketik password baru anda pada kolom Ulangi dibawahnya. 
Password yang anda ketik pada kedua kolom password baru harus 
sama. 
(5) Klik Simpan, maka tampil pesan 'Perubahan password sukses, 
mohon diingat perubahan password anda...!!.' Jika tidak, ulangi lagi 
ketik password baru anda.  
(6)  Klik OK untuk kembali ke menu utama.   
 
e). Menu Lihat Data 
Pada  menu Laporan klik Harian > Penerimaaan > Lihat Data  






Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
 
- Klik Realisasi Penerimaan untuk melihat detail realisasi penerimaan; 
- Klik Realisasi Impor untuk melihat detail realisasi  impor; 
- Klik Realisasi Ekspor untuk melihat detail realisasi ekspor; 
- Klik Pemesanan Pita Cukai untuk melihat detail pemesanan pita cukai; dan 
- Klik Cetak Laporan untuk mencetak laporan penerimaan. 
 Pengiriman data-data dalam MPO termasuk data ekspor dan data impor 
dilakukan oleh KPU dan KPPBC. KPU dan KPPBC harus membuat dan 
mengirimkan laporan penerimaan setiap hari kerja, dimana laporan penerimaan 
satu hari kerja dikirim ke Kantor Pusat pada hari kerja berikutnya secara online . 
Data tersebut direkapitulasikan dari beberapa data untuk penyusunan  laporan 
harian dikumpulkan dari berbagai seksi, seperti seksi perbendaharaan, seksi 
pabean, seksi KITE, dan data dari bandara Adi Sumarmo. Data-data ( pada 
lampiran ) diisi oleh setiap seksi kemudian dikumpulkan kepada pegawai yang 
bertugas mengirimkan data-data tersebut dengan sistem MPO. 
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Data ekspor-impor yang dikirimkan oleh KPPBC Tipe A3 Surakarta 
adalah penerimaan pabean, penerimaan pajak, devisa ekspor, dokumen ekspor, 
devisa impor, dokumen impor, berat bruto, diisi total berat kotor dari barang 
impor atau barang ekspor dalam satuan  kilogram, dan berat netto, diisi total berat 
bersih dari barang impor atau barang ekspor dalam satuan  kilogram. Selain dari 
data ekspor- impor, ada beberapa data seperti penerimaan cukai dan laporan 
dokumen cukai yang juga harus dikirim oleh KPPBC Tipe A3 Surakarta. Tata 
cara pengiriman data-data tersebut adalah : 
 
 
Pada  menu Laporan klik Harian > Penerimaaan > Entry Data  
Maka akan muncul tampilan Form Entry Data ( pada lampiran ). 
Setelah data-data dimasukkan ke dalam form entry data yang tersedia, kemudian 
klik kirim laporan.  
 
b. Ketentuan – Ketentuan dalam Penerapan Modul Pelaporan Online              
(MPO) dalam Pengiriman Data Ekspor-Impor di Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta 
 
                    Berkaitan dengan penerapan sistem MPO, maka diinstruksikan 
kepada semua Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) untuk melaksanakan pelaporan penerimaan 
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melalui MPO dengan cara mengakses program aplikasi MPO yang sudah 
disediakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
1). KPU dan KPPBC membuat dan mengirimkan laporan penerimaan setiap 
hari kerja, dimana laporan penerimaan satu hari kerja dikirim ke Kantor 
Pusat pada hari kerja berikutnya secara online. KPU dan KPPBC dapat 
melakukan perubahan data laporan selama 1 minggu setelah tanggal 
laporan. Apabila setelah 1 minggu terhadap laporan yang dikirim masih 
terdapat perubahan, KPU dan KPPBC mengajukan  permohonan 
perubahan kepada Direktorat PPKC dan selanjutnya Direktorat PPKC 
akan mengupdate laporan yang berkaitan.  
2).  Data yang dituangkan dalam MPO meliputi : Realisasi Penerimaan, 
Realisasi impor, Realisasi ekspor, dan Dokumen cukai. 
3). Kepala KPU dan KPPBC bertanggung jawab terhadap kebenaran data, 
pengisian dan keamanan data serta ketepatan waktu pengiriman laporan.  
4). Tata cara pengoperasian aplikasi MPO terdapat pada buku manual Modul 
Penerimaan Online.  
5). Sebagai bahan rekonsiliasi, KPU dan KPPBC wajib mengirimkan hard 
copy laporan penerimaan 15 harian ke Direktorat PPKC paling lambat 3 
hari kerja setelah tanggal pelaporan. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen 
Bea dan Cukai Nomor SE-01/BC/2002 tanggal 8 Januari 2002 dengan 
format laporan disesuaikan dengan format yang ada pada MPO.  
6). Penerapan sistem pelaporan dengan menggunakan aplikasi MPO mulai 
berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008  
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7). Dalam hal force majeur seperti listrik mati, komputer rusak, sambungan 
telepon tidak berfungsi atau hal-hal lain yang mengakibatkan tidak 
dimungkinkannya pengiriman laporan secara elektronis, maka laporan 
dibuat/ di-entry pada hari kerja berikutnya secara manual dengan format 
mengacu kepada data isian Modul Pelaporan Online dan pada kesempatan 
pertama dikirimkan melalui faksimili yang ditujukan kepada Direktur 
PPKC. 
2. Sumber Daya Manusia dan Perlengkapan dalam Penerapan Modul 
Pelaporan Online ( MPO )  di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe A3 Surakarta 
 
a. Sumber Daya Manusia ( SDM ) di KPPBC Tipe A3 Surakarta 
 Dalam menjalankan sistem MPO yang berbasis teknologi informasi, 
diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan ditunjuk oleh 
Kepala Kantornya untuk bertanggung jawab mengirimkan data laporannya 
setiap hari. Dari kesimpulan hasil wawancara Peneliti dengan salah satu 
pegawai di KPPBC Tipe A3 Surakarta, seluruh pegawai di KPPBC Tipe A3 
Surakarta merupakan pegawai yang mempunyai SDM yang cukup 
berkualitas karena pada saat penyeleksian pegawai di KPPBC, pemilihan 
pegawai sangat ketat. Selain itu pegawai dibekali dengan pendidikan dan 
latihan ( Diklat ). Untuk pelatihan dan sosialisasi aplikasi MPO juga 
dilakukan sesuai dengan S – 17/ BC.8/ 2008 tanggal 16 Januari 2008.  
Disamping kesimpulan tersebut, data yang diperoleh Peneliti tentang 
komposisi pegawa di KPPBC Tipe A3 Surakarta menurut jenjang 





Komposisi Pegawai KPPBC Tipe A3 Surakarta 
Menurut Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2007 
 
No Tingat Pendidikan Jumlah ( Orang) 
1 SD 1  ( 1,01 % ) 
2 SLTP 5  ( 5,05 % ) 
3 SLTA 53 ( 53,54% ) 
4 D I 10 (10,1% ) 
5 D III 12 ( 12,12% ) 
6 S1 16 ( 16,16% ) 
7 S2 2 ( 2,02% ) 
TOTAL 99 ( 100% ) 
Sumber : LAKIP KPPBC Tipe A3 Surakarta tahun 2007 
 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai di KPPBC 
Tipe A3 Surakarta rata-rata memiliki SDM yang cukup berkualitas. 
Memang benar tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki oleh 
pegawai adalah tingkat SMA, tetapi tingkat pendidikan D I, D III maupun 
S1 juga banyak. Untuk tingkatan pendidikan D I, D III mayoritas 
merupakan ikatan dinas atau lulusan dari Program diploma Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negara ( STAN ) dibidang Bea Cukai sehingga bisa dikatakan 
para pegawai memahami tentang Bea Cukai dengan segala tugas dan 
fungsinya. Akan tetapi, pegawai yang dapat mengoperasikan MPO hanya 
sedikit, hal itu dapat menghambat proses pengiriman laporan dengan MPO 
jika pegawai yang ditunjuk oleh kepala kantor untuk mengirimkan laporan 
dengan MPO atau pegawai yang bisa mengoperasikan MPO berhalangan. 
b. Perlengkapan di KPPBC Tipe A3 Surakarta 
Selain SDM yang memadai, perlengkapan juga merupakan faktor 
pendukung dalam penerapan MPO di KPPBC Tipe A3 Surakarta. Dari data 
LAKIP 2007 KPPBC Tipe A3 Surakarta, perlengkapan yang mendukung 
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penerapan MPO antara lain : Komputer Desktop 20 buah beserta perangkat 
komputer yang sudah memadai dalam proses instalasi MPO dan koneksi 
internet yang cukup cepat. Berdasarkan perlengkapan yang dimiliki oleh 
KPPBC Tipe A3 Surakarta, dari segi jumlah cukup memadai namun untuk 
kualitas komputer masih kurang bagus. 
3. Tata cara pengisian pada Modul pelaporan Online ( MPO) di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta 
 
a. Form entry data  
Gambar 1.3 




b. Petunjuk Pengisian  
1). Bagian Header 
                       Tanggal Penerimaan, diisi tanggal perekaman laporan. 
                       Bagian Detail 
I. LAPORAN REALISASI PENERIMAAN 
A. PENERIMAAN PABEAN 
1. Dibayar 
a. Bea Masuk, diisi total penerimaan pabean berupa bea 
masuk dalam rupiah. 
b. Bea Keluar (Nilai Pungutan Ekspor), diisi total 
penerimaan pabean berupa bea keluar/nilai pungutan 
ekspor komoditi ekspor tertentu dalam rupiah. 
c. Pabean Lainnya, diisi total penerimaan pabean selain bea 
masuk, antara lain, denda administrasi, bunga dari bea 
masuk, dan bunga dari denda administrasi dalam rupiah. 
2. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 
B. PENERIMAAN CUKAI 
1. Cukai Hasil Tembakau, diisi total penerimaan cukai hasil 
tembakau dalam rupiah. 
2. Cukai Etil Alkohol, diisi total penerimaan cukai etil alcohol 
dalam rupiah. 




4. Cukai Lainnya, diisi total penerimaan cukai selain cukai 
hasil tembakau, cukai etil alkohol dan cukai MMEA, antara 
lain: denda administrasi, bunga dari cukai dan bunga dari 
denda administrasi dalam rupiah. 
C. PENERIMAAN PAJAK 
1. Dibayar 
a). PPN Impor, diisi total penerimaan pajak dari PPN  
Impor dalam rupiah. 
b).  PPnBM Impor, diisi total penerimaan pajak dari 
PPnBM Impor dalam rupiah. 
c).  PPh pasal 22 Impor, diisi total penerimaan pajak dari 
PPh Pasal 22 Impor dalam rupiah. 
d). PPN Cukai Hasil Tembakau, diisi total penerimaan 
pajak dari PPN Cukai Hasil Tembakau dalam rupiah 
2. Ditanggung Pemerintah 
a. PPN Impor, diisi total penerimaan pajak dari PPN Impor  
dalam rupiah 
b. PPnBM Impor, diisi total penerimaan pajak dari PPnBM 
Impor dalam rupiah 
c. PPh pasal 22 Impor, diisi total penerimaan pajak dari Pph 
Pasal 22 Impor dalam rupiah 
II. LAPORAN REALISASI IMPOR 
A. DEVISA IMPOR 
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1. Devisa Bayar, diisi total nilai pabean sebagaimana dicantumkan 
dalam dokumen Pemberitahuan Impor yang dikenakan 
pungutan bea masuk (termasuk Devisa Bayar dengan tarif Bea 
Masuk 0%),  yang disajikan dalam mata uang USD 
2. Devisa Bebas, diisi total nilai pabean sebagaimana dicantumkan 
dalam dokumen Pemberitahuan Impor yang kewajiban 
pelunasan pungutan bea masuknya dibebaskan, yang disajikan 
dalam mata uang USD 
3. Devisa Ditanggung Pemerintah, diisi total nilai pabean 
sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Pemberitahuan 
Impor yang kewajiban pelunasan pungutan pabeannya 
ditanggung oleh pemerintah, yang disajikan dalam mata uang 
USD 
4. Devisa Ditangguhkan, diisi total nilai pabean sebagaimana 
dicantumkan dalam dokumen Pembertahuan Impor yang 
kewajiban penyelesaian pungutan bea masuknya ditangguhkan 
sampai batas waktu tertentu, yang disajikan dalam mata uang 
USD 
B. BERAT 
1. Bruto, diisi total berat kotor dari barang impor dalam satuan  
kilogram 
2. Netto, diisi total berat bersih dari barang impor dalam satuan 
kilogram 
C. DOKUMEN IMPOR 
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    1. Jumlah Dokumen Inward Manifest, diisi jumlah total dokumen 
inward manifest  
2. Jumlah PIB 
a. Jalur Hijau, diisi jumlah total dokumen PIB yang diterbitkan 
dan ditetapkan sebagai jalur hijau 
b. Jalur Merah, diisi jumlah total dokumen PIB yang diterbitkan 
dan ditetapkan sebagai jalur merah 
c. Jalur Prioritas, diisi jumlah total dokumen PIB yang 
diterbitkan dan ditetapkan sebagai jalur prioritas 
d. Jumlah PIBT, diisi jumlah total dokumen PIBT yang 
diterbitkan.  
e. Jumlah dokumen PPKP, diisi jumlah total dokumen PPKP 
yang diterbitkan.  
f. Jumlah dokumen Customs Declaration, diisi jumlah total 
dokumen Customs Declaration yang diterbitkan. 
g. Jumlah BC 2.4, diisi jumlah total dokumen BC 2.4 yang 
diterbitkan. 
h. Jumlah BC 2.5, diisi jumlah total dokumen BC 2.5 yang 
diterbitkan. 
 
III. LAPORAN REALISASI EKSPOR 
A. DEVISA EKSPOR, diisi total nilai ekspor yang tercantum dalam 





1. Bruto, diisi total berat kotor dari barang ekspor dalam satuan  
kilogram 
2. Netto, diisi total berat bersih dari barang ekspor dalam satuan 
kilogram 
C. Dokumen Ekspor 
1. Jumlah Dokumen Outward Manifest, diisi jumlah total dokumen 
outward manifest  
2. Jumlah PEB, terdiri dari 
a. Umum, diisi jumlah dokumen ekspor yang menggunakan  
dokumen PEB Umum 
b. Terkena Bea Keluar, diisi jumlah dokumen ekspor yang 
menggunakan dokumen PEB yang terkena Bea Keluar 
c.  Fasilitas Kemudahan Ekspor, diisi jumlah dokumen ekspor 
yang menggunakan dokumen PEB yang mendapat fasilitas 
kemudahan ekspor 
d. Lainnya, diisi jumlah dokumen ekspor yang menggunakan 
dokumen PEB lainnya 
e.  Dari TPB, diisi jumlah dokumen ekspor yang menggunakan 
dokumen PEB yang berasal dari TPB 
 
IV. LAPORAN DOKUMEN CUKAI 
A. CK 1 (Pemesanan Pita Cukai) 
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1. Jumlah Rupiah, diisi total nilai cukai atas pemesanan pita cukai hasil 
tembakau dalam rupiah  
2. Jumlah Dokumen, diisi jumlah dokumen pita cukai CK1 yang  
diterbitkan 
B. CK 1A (Cukai MMEA) 
1. Jumlah Rupiah, diisi total nilai cukai atas pemesanan pita cukai 
MMEA dalam rupiah 
2. Jumlah Dokumen, diisi jumlah dokumen pita cukai CK1A yang 
diterbitkan 
4. Keuntungan Yang Diperoleh Dengan Adanya Penerapan Modul 
Pelaporan Online ( MPO ) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe A3 Surakarta  
 
Melalui Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-21/BC/2008 
tanggal 14 Januari 2008, Modul Pelaporan Online merupakan  antisipasi 
untuk mendapatkan laporan yang lebih real time dan tepat, karena 
sebelumnya laporan  mengenai penerimaan dilakukan secara manual dan 
dilakukan  setiap 15  hari sekali.  
  Maksud dan tujuan diterapkannya sistem MPO ini adalah 
diharapkan masalah-masalah yang timbul selama ini dari sistem pelaporan 
secara manual dapat segera teratasi. Dengan diterapkannya sistem MPO ini, 
disiplin pegawai di KPPBC Tipe A3 Surakarta perlu ditingkatkan karena 
dalam pelaporan data-data yang dipersyaratkan dalam MPO dilakukan setiap 
hari sehingga pegawai harus mempersiapkan data-data yang diperlukan 
untuk kemudian dikirim. Keuntungan bagi kantor wilayah, antara lain: 
monitor penerimaan harian KPPBC yang berada di wilayah kerjanya, dapat 
91 
 
mengetahui kinerja KPPBC yang berada diwilayah kerjanya, dan dapat 
mengetahui target dan realisasi penerimaan bea masuk. 
Keuntungan lain yang diperoleh di KPPBC Tipe A3 Surakarta 
dengan adanya MPO ini, antara lain : 
a. Lebih mudah dalam hal proses pengiriman data-data dari pada sistem 
yang sebelumnya. 
b.  Waktu yang diperlukan untuk mengisi data-data pada form entry data 
lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem  yang sebelumnya, 
sehingga pegawai dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. 
c. Jika terjadi kesalahan input data, proses perbaikannya sangat mudah. 
d. Dalam menjalankan program sistem MPO ini sangat mudah sehingga 
dapat meminimalisasikan kesalahan pegawai karena pilihan-pilihan 
pada sistem ini sangat jelas. Misalnya pegawai ingin melihat data yang 
dikirimkan sebulan yang lalu, pegawai tinggal melihat pada menu 
laporan. Cara lengkapnya sebagai berikut: 
      Pada  menu Laporan klik Harian > Penerimaaan > Lihat Data Pilih 







Maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
 
 
- Klik Realisasi Penerimaan untuk melihat detail realisasi penerimaan; 
- Klik Realisasi Impor untuk melihat detail realisasi  impor; 
- Klik Realisasi Ekspor untuk melihat detail realisasi ekspor; 
- Klik Pemesanan Pita Cukai untuk melihat detail pemesanan pita cukai; dan 
- Klik Cetak Laporan untuk mencetak laporan penerimaan. 
 
5. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Modul Pelaporan 
Online ( MPO ) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe A3 Surakarta  
 
Permasalahan yang dapat Peneliti gambarkan adalah dari 
Laporan Status dan Permasalahan Aplikasi yang ditujukan kepada Direktur 
Informasi  Kepabeanan dan Cukai  Kantor Pusat DJBC Jakarta dari KPPBC 





Sehubungan Surat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai 
No. SE-49/BC.9/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 tentang 
permintaan Laporan Status dan Permasalahan Aplikasi, dengan ini 
disampaikan laporan Status dan permasalahan Aplikasi di KPBC 
Tipe A Surakarta (terlampir).  
Selain itu perlu kami sampaikan pula, bahwa sehubungan 
dengan pelaksanaan aplikasi Impor dan Cukai Hasil Tembakau di 
KPBC Tipe A Surakarta, pada saat ini kami mengalami kendala 
yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu tidak 
tersedianya pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup 
tentang komputer   khususnya tentang  ‘server’ dan aplikasi ‘in 
house’ Bea Cukai, sehingga  hal ini cukup menjadi kendala dalam 
operasional sehari-hari. Oleh karena itu,  kami mengharapkan 
adanya program pengadaan tenaga  konsul  untuk kantor kami. 
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
Dari isi surat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pengoperasian sistem MPO ini, ditemukan kendala atau permasalahan yang 
berkaitan dengan Sumber Daya Manusia ( SDM ). Selain itu, masih ada 
permasalahan dalam hal force majeur seperti listrik mati, komputer rusak, 
sambungan telepon tidak berfungsi atau hal-hal lain yang mengakibatkan 

















Berdasarkan pembahasan pada bab III, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan sistem Modul Pelaporan Online ( MPO ) pada umumnya sudah  
sesuai dengan Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-21/BC/2008 tanggal 
14 Januari 2008 tentang Modul pelaporan Online. Keseluruhan proses baik 
yang dilakukan di KPPBC Tipe A3 Surakarta mulai dari proses 
rekapitulasi data dari berbagai seksi, pengumpulan rekapitulasi data ke 
pegawai yang mengirim data tersebut dengan MPO, dan proses 
pengiriman data-data termasuk pelaporan data ekspor - impor dengan 
MPO setiap hari sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang tertera pada Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 
S-21/BC/2008 tanggal 14 Januari 2008. Hal-hal yang berkaitan dengan 
MPO seperti proses instalasi, menjalankan program, dan lain – lain 
terdapat pada Buku Panduan Modul Pelaporan Online yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai sehingga dalam proses penerapan 
MPO dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  
2. Data-data yang dikirim oleh pegawai KPPBC Tipe A3 Surakarta dengan 
sistem aplikasi Modul Pelaporan Online setiap harinya adalah data ekspor-
impor,  antara lain: 
a Realisasi Penerimaan 
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Realisasi penerimaan meliputi :  
1). Penerimaan Pabean 
2). Penerimaan Cukai 
3). Penerimaan Pajak 
b Realisasi Impor 
Realisasi impor meliputi: 
1).   Devisa Impor 
2).   Berat barang impor dalam bruto dan netto 
3).   Dokumen Impor 
c Realisasi Ekspor 
Realisasi ekspor meliputi : 
1).   Devisa Ekspor 
2). Berat barang ekspor dalam bruto dan netto 
3).   Dokumen Ekspor 
d Dokumen Cukai 
1).   Pemesanan pita cukai  
2).  Jumlah Pemesanan pita cukai dalam rupiah 
3. Petunjuk tata cara pengisian Modul Pelaporan Online ( MPO ) terdapat 
pada Buku Panduan MPO yang telah dibahas peneliti pada bab III. Secara 
umum petunjuk pengisian MPO adalah pegawai Bea dan Cukai 
memasukkan data-data yang telah direkapitulasi dari beberapa seksi ke 
dalam kolom-kolom yang telah disediakan dalam MPO yang biasa disebut 
dengan form entry data ( pada lampiran ) . 
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4. Beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penerapan sistem Modul 
Pelaporan Online ( MPO ) dalam pelaporan data ekspor-impor pada 
KPPBC Tipe A3 Surakarta, antara lain : 
a. Mendapatkan laporan yang real time dan tepat. 
b. Masalah dengan sistem pelaporan manual dapat teratasi. 
c. Lebih mudah dalam hal proses pengiriman data-data dari pada sistem 
yang sebelumnya. 
d.  Waktu yang diperlukan untuk mengisi data-data pada form entry data 
lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, 
sehingga pegawai dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. 
e. Jika terjadi kesalahan input data, proses perbaikannya sangat mudah. 
f. Dalam menjalankan program sistem MPO ini sangat mudah sehingga 
dapat meminimalisasikan kesalahan pegawai karena pilihan-pilihan        
( menu ) pada sistem ini sangat jelas. 
g. Monitor penerimaan harian KPPBC yang berada di wilayah kerjanya. 
h. Dapat mengetahui kinerja KPPBC yang berada diwilayah kerjanya.  
i. Dapat mengetahui target dan realisasi penerimaan bea masuk.  
5. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem Modul 
Pelaporan Online ( MPO ) dalam pelaporan data ekspor-impor pada 
KPPBC Tipe A3 Surakarta, antara lain : 
a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang dapat 
mengoperasikan sistem aplikasi MPO. 





Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari peneliti 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan data-data 
termasuk data ekspor – impor dengan Modul Pelaporan Online ( MPO ), 
perlu dilakukan pelatihan untuk beberapa pegawai atau penambahan 
pegawai yang mempunyai Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang 
mengetahui cara mengoperasikan sistem aplikasi MPO sehingga jika 
pegawai yang bertugas dalam pengiriman laporan data - data dengan MPO 
berhalangan, maka ada pegawai yang menggantikan tugas tersebut tanpa 
mengganggu pekerjaan yang lain.  
2. Untuk menunjang kinerja para pegawai KPPBC Tipe A3 Surakarta 
khususnya bagian pengiriman data - data dengan Modul Pelaporan Online,  
hendaknya diadakan pembaharuan saranadan prasarana yang terasa masih 
kurang terutama komputer. Jika komputer dan koneksi internet dalam 
keadaan baik, maka proses pelaporan data – data termasuk data ekspor – 
impor dengan MPO yang berbasis sistem web dapat berjalan dengan baik. 
3. Kurangnya sosialisasi tentang sistem MPO kepada masyarakat khususnya 
kepada akademisi. Dengan adanya sosialisasi seperti mendistribusikan 
buku-buku tentang MPO ke beberapa sekolah atau universitas, maka akan 
bertambah pula wawasan akademisi tentang MPO dan sebagai referensi 
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